
 
 

 
 

 
 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR     55     TAHUN 2016 

 
TENTANG  

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah  Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

 

 

SALINAN 



 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5362); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 5601) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 



 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 5887); 

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 9); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 

2016 Nomor 10); 

 
 
 

 
 
 

 



 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017. 
 
 

 
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri 

atas :  
 

a. Pendapatan 
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp.     74.152.259.914,20 

 2. Dana Perimbangan Rp.1.145.993.568.184,42 
 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah  Rp.     71.622.759.168,57 
                                                                                                  (+) 

  Jumlah Pendapatan             Rp. 1.291.768.587.267,19 
 

b.  Belanja 
 1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.  408.452.683.773,05 

b) Belanja Subsidi Rp.      8.507.007.200,00 
c) Belanja Hibah Rp.    18.911.620.000,00 

d) Belanja Bantuan Sosial Rp.      1.750.000.000,00 
e) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  208.779.796.197,14 
f) Belanja Tidak Terduga Rp.      1.000.000.000,00   

                              (+) 

                Rp.   647.401.107.170,19 
 b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.  142.066.280.550,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp   255.382.732.451,00 
3) Belanja Modal Rp   289.918.467.096,00 

                                                                                        (+) 

                                                              Rp.   687.367.480.097,00 
                                                                                                     (+) 

Jumlah Belanja   Rp.1.334.768.587.267,19 
 

Defisit       Rp.   43.000.000.000,00 
     

c..  Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp.   45.000.000.000,00 
2. Pengeluaran Rp.     2,000.000.000,00 

                                                                                   (-) 
   Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    43.000.000.000,00 
   

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
  Tahun Berkenaan  Rp.                          0,00 

 
 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 
 

 



 
Pasal 3 

 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

Rincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran 
III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

Pasal 5 

 
Rincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan 

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 6 

 
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

 Ditetapkan di Nunukan 

 pada tanggal 31 Desember 2016 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

            ttd 
 

ASMIN LAURA HAFID 
 

Diundangkan di Nunukan 

pada tanggal 31 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 

    ttd 

            TOMMY HARUN 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 55 

 

 


